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Kata Pengantar

Pendidikan adalah proses terencana sebagai investasi masa depan, sehingga
peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan mengambil peran dalam
kehidupan. Pendidikan yang bermutu menjadi modal sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing.

Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2018 memberikan gambaran
kondisi pendidikan Indonesia berdasarkan hasil Susenas Maret 2018. Data yang
disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Selain
itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Ajaran 2017/2018. Data ini memuat
informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan sarana prasarana

pendidikan.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam
memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang
pendidikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang

berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua
pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran

diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa datang.

Jakarta, November 2018

Kepala Badan Pusat Statistik

T

Dr. Suhariyanto
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Ringkasan Eksekutif

Data Kemdikbud TA 2017/2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah
Sekolah Dasar Negeri, namun pertumbuhan tersebut diimbangi dengan penambahan
jumlah Sekolah Dasar Swasta. Kontribusi swasta terhadap fasilitas pendidikan terus
meningkat. Semakin tinggi jenjang pendidikan persentase sekolah milik swasta lebih
besar dibanding sekolah milik pemerintah. Dilihat dari kondisi ruang kelas, lebih dari
50 persen ruang kelas dalam kondisi rusak pada semua jenjang pendidikan. Namun,
persentase ruang kelas dengan kondisi baik meningkat hampir pada semua jenjang
pendidikan. Sarana pendidikan lain yaitu perpustakaan juga mengalami peningkatan.
Selain itu, persentase guru yang berijazah minimal D4/S1 juga mengalami

peningkatan.

Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia dini (APK PAUD)
kelompok umur 3-6 tahun secara nasional meningkat menjadi 37,92 persen, namun
masih jauh di bawah target pembangunan sebesar 77,2 persen. Sementara itu,
berdasarkan daerah tempat tinggal, terdapat disparitas antara perkotaan dan
perdesaan dimana APK PAUD di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan
(48,71 persen berbanding 36,14 persen). Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh akses
dan fasilitas untuk pelayanan PAUD yang belum merata, dimana fasilitas PAUD lebih

banyak tersedia di perkotaan.

Pertisipasi sekolah masih bervariasi antar jenjang pendidikan yang terlihat
melalui nilai Angka Partisipasi Kasar (APK). APK jenjang pendidikan SD/sederajat
nilainya sudah melebihi 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang
bersekolah pada jenjang SD bukan hanya penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun.
Masalah ekonomi masih menjadi salah satu persoalan penting dalam proses
pendidikan formal. Apabila perekonomian suatu keluarga kurang bagus maka proses
pendidikan juga menjadi terhambat. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan
partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah ke atas antar kuintil
pengeluaran rumah tangga. Separuh dari penduduk pada kelompok kuintil
pengeluaran teratas mampu mengenyam pendidikan hingga PT, namun pada

kelompok kuintil pengeluaran terendah, hanya 8 persen penduduknya yang mampu

mengenyam pendidikan hingga jenjang PT.




Mulai tahun 2018, BPS menyajikan data indikator menurut disagregasi
kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas. Penyajian inidikator ini diharapkan
menambah informasi terkait pemerataan pembangunan pendidikan untuk semua.
Kesenjangan pendidikan nyatanya juga terlihat pada kelompok rentan. Semakin
tinggi jenjang pendidikan, terlihat gap yang lebar antara penyandang disabilitas dan
bukan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat pada semua data indikator yang

disajikan.

Dalam publikasi ini juga dibahas kegiatan siswa selain bersekolah, antara lain
mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bekerja, serta membantu
mengurus rumah tangga. Akses TIK yang dicakup dalam Susenas 2018 adalah
menggunakan telepon seluler, komputer, dan internet selama 3 bulan terakhir.
Secara umum, akses TIK sudah bersinggungan dengan siswa umur 5-24 tahun namun
siswa dengan disabilitas lebih sedikit yang terpapar teknologi informasi dan

komunikasi.

Di samping itu, sekitar 7 persen siswa umur 10-24 tahun bekerja. Semakin
tinggi jenjang pendidikan, semakin besar persentase siswa yang bekerja. Sedikitnya 1
dari 4 mahasiswa bekerja. Di sisi lain, seperempat siswa umur 10-24 tahun
membantu mengurus rumah tangga, baik di perkotaan maupun perdesaan. Adapun
dilihat dari jenis kelamin, persentase siswa perempuan yang mengurus rumah tangga

lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki.

Pada buku ini juga diulas beberapa capaian pendidikan yang dapat diukur dari
data Susenas 2018. Capaian pendidikan Indonesia secara umum meliputi tingkat
pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk umur 15 tahun ke atas, rata-rata
lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas, dan Angka Melak Huruf (AMH)
penduduk kelompok umur 15-24 tahun, 15-59 tahun, dan 15 tahun ke atas.
Sementara itu, capaian pendidikan yang mencakup penduduk yang masih bersekolah
antara lain angka bertahan sampai dengan kelas lima SD, angka naik
kelas/mengulang dan angka melanjutkan. Pada publikasi ini juga ditambahkan ukuran

capaian proses pendidikan yang baru yaitu tingkat kelulusan.

AMH penduduk umur 15-59 tahun sebesar 98,07 persen, telah melampaui
target yang ditetapkan dalam Renstra Kemdikbud. Akan tetapi, AMH penduduk umur
15 tahun ke atas sebesar 95,66 persen masih di bawah target yang diharapkan.
Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas mencapai 8,58

tahun atau setara kelas 2 SMP/sederajat. Angka ini masih cukup rendah mengingat

Vi

—



program Wajib Belajar 9 Tahun telah dilaksanakan sudah sejak lama sebagaimana
tertera dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun
demikian, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas setidaknya terus

mengalami kenaikan.

Tingkat kelulusan sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam SDGs
yang mampu menggambarkan capaian pendidikan penduduk yang dilihat melalui
minimal jenjang pendidikan yang ditamatkan pada usia referensi tertentu. Pada
tahun 2018, tingkat kelulusan SD pada penduduk dengan kelompok umur 15-17
tahun sebesar 96,75 persen. Artinya dari 100 orang penduduk usia 15-17 tahun ada
sebanyak 96 orang yang lulus minimal pada jenjang SD/sederajat. Semakin tinggi

jenjang pendidikan maka tingkat kelulusan sekolah yang dihasilkan semakin rendah.
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dan Jenis Kelamin, 2018

11 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun 199
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Tabel Halaman

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

12 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun 200

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

13 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun 201

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

14 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun 202

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

15 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun 203

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

16 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun 204

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

17 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun 205

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

18 Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 Tahun 206

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

19 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat 207

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

20 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat 208

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

21 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat 209

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

22 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat 210

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018
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Tabel Halaman

23 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/Sederajat 211
Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

24 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/Sederajat 212

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

25 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) PT Menurut 213
Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

26 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) PT Menurut 214

Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

27 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat 215

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

28 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat 216

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

29 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat 217

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

30 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat 218

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

31 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat 219

Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

32 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) SM/Sederajat 220

Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

33 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PT Menurut 221

Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

34 Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) PT Menurut 222

Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018
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Tabel Halaman

35 Sampling Error Siswa Umur 5-24 Tahun yang Mengakses 223
Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe

Daerah, 2018

36 Sampling Error Siswa Umur 5-24 Tahun yang Mengakses 224
Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis

Kelamin, 2018

37 Sampling Error Siswa Umur 10-24 Tahun yang yang Bekerja 225
Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah,

2018

38 Sampling Error Siswa Umur 10-24 Tahun yang yang Bekerja 226
Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,

2018

39 Sampling Error Siswa Umur 10-24 Tahun yang Mengurus 227
Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi

dan Tipe Daerah, 2018

40 Sampling Error Siswa Umur 10-24 Tahun yang Mengurus 228
Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi

dan Jenis Kelamin, 2018

41 Sampling Error Angka Melek Huruf 15-59 Tahun Menurut 229

Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

42 Sampling Error Angka Melek Huruf 15-59 Tahun Menurut 230

Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

43 Sampling Error Angka Melek Huruf 15 Tahun ke Atas Menurut 231
Provinsi dan Tipe Daerah, 2018
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Tabel Halaman

44 Sampling Error Angka Melek Huruf 15 Tahun ke Atas Menurut 232

Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018

45 Sampling Error Angka Mengulang Menurut Provinsi dan 233
Jenjang Pendidikan, 2018

46 Sampling Error Angka Bertahan sampai dengan Kelas 5 234
SD/Sederajat Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

47 Sampling Error Angka Bertahan SD/Sederajat Menurut Provinsi 235

dan Jenis Kelamin, 2018

48 Sampling Error Angka Melanjutkan Menurut Provinsi dan 236
Jenjang Pendidikan, 2018

49 Sampling Error Angka Putus Sekolah Menurut Provinsi dan 237
Jenjang Pendidikan, 2018

50 Sampling Error Anak Tidak Bersekolah Menurut Provinsi dan 238
Kelompok Umur, 2018

51 Sampling Error Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 239

Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2018

52 Sampling Error Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 240

Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2018
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Bab 1
PENDAHULUAN

Pendidikan, dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang makin
besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara manusia hidup dan
bertindak. Pendidikan pun menjadi investasi masa depan, karena dengan pendidikan
manusia mampu menyesuaikan cara berpikirnya mengembangkan segala potensi diri,
dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan menjadi modal dalam
mengantarkan negara dan masyarakat berinteraksi pada skala global menghadapi

tantangan dunia yang semakin kompleks.

Secara internasional tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
khususnya pada tujuan ke empat yaitu memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan
merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
Selanjutnya arah pembangunan pendidikan Indonesia tertuang dalam Rencana
Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 vyang
diselaraskan dengan tema pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN). Pada periode ketiga (RPJMN 2015-2019), saat ini
pembangunan pendidikan direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan

manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

Tantangan Pendidikan Indonesia

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam
rangka perbaikan pendidikan bangsa. Namun demikian
beberapa persoalan pendidikan masih menjadi tantangan yang
harus dibenahi, mulai dari permasalahan akses, pemerataan,

dan mutu pendidikan.
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Beberapa capaian pembangunan Indonesia dari dimensi
pendidikan dalam ukuran kacamata global masih menunjukkan
ketertinggalan.  Indeks = Pembangunan  Manusia  (IPM)
memberikan ukuran yang menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh
pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama empat tahun
terakhir, IPM Indonesia terus meningkat. Badan Pusat Statistik
(BPS) mencatat peningkatan IPM dari 68,9 di tahun 2014,
menjadi 70,81 di tahun 2017, angka tersebut masuk kategori
“tinggi”. Namun dalam peringkat global, angka tersebut

menempatkan Indonesia pada urutan ke-116 dari 189 negara.

Sementara itu, Skor Programme for Internasional School
Assesment (PISA), yang merupakan program penilaian tingkat
dunia untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah
yang berusia 15 tahun melalui kemampuan sains, membaca, dan
matematika, menempatkan Indonesia pada peringkat 62 untuk
sains, 63 untuk kemampuan matematika, dan 64 untuk
kemampuan membaca, dari 70 negara vyang dievaluasi
(pisaindonesia.wordpress.com).  Capaian  global tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan membaca yang diukur melalui
angka melek huruf tidaklah cukup. Angka melek huruf yang
menunjukkan angka hampir seratus persen belum mampu

mewakili ukuran kemampuan membaca masyarakat Indonesia.

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2017
adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk
Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang
pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan masih
rendahnya capaian pendidikan penduduk Indonesia. Artinya
keterbatasan akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah masih

menjadi faktor penyumbang bagi rendahnya daya saing bangsa .

Pencapaian hasil pendidikan antar wilayah perdesaan dan
perkotaan, antara laki dan perempuan, antara penduduk miskin

dan kaya, antara kelompok rentan masih menunjukkan adanya

67,09
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kesenjangan. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya
untuk memperkecil gap yang ada, namun kesenjangan masih
menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan
manusia ini. Termasuk di dalamnya kesenjangan dalam
pendidikan. Kesenjangan menghambat rakyat miskin untuk
meningkatkan pendapatannya, juga menghalanginya untuk
mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan menjauhkannya
dari sumber-sumber penghidupan lainnya. Sehingga upaya lebih
dalam pemerataan pendidikan masih dibutuhkan agar dapat

dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, kemajuan teknologi menuntut manusia
untuk secara cepat beradaptasi mengikuti perubahan jaman,
yang secara implisit juga menuntut tersedianya sumber daya
manusia yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang
terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi tersebut.
Dalam hal ini diperlukan mutu pendidikan yang mampu
mencetak manusia agar dapat bersaing untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak. Adanya ketidakcocokan antara pendidikan
dan lapangan kerja menjadi salah satu penyebab meningkatnya
jumlah pengangguran di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi
fenomena sosial yang harus segera diselesaikan pemerintah dan
instansi pendidikan. Harapannya nantinya ada relasi antara
pendidikan dan kebutuhan nyata sesuai perkembangan cepat

Zaman.

Permasalahan mutu pendidikan juga harus diukur melalui
kompetensi tenaga pengajar. Dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan bahwa
standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari
empat kompetensi utama, vyaitu kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi
tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Sekalipun secara

formal telah memiliki sertifikat pendidik, banyak guru yang
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kompetensi pedagogik dan profesionalnya tidak memadai. Hasil
uji kompetensi guru secara nasional rata-rata hanya mencapai
53,02. Angka tersebut masih belum mencapai angka standar
kompetensi minimal yang ditetapkan, yakni 55,0 (Kompas,
15/9/2018).

Sejumlah langkah sudah dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain
mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan minimal 20
persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bantuan Operasional Sekolah dan Kartu Indonesia Pintar
menjadi bagian kebijakan pemerintah agar pendidikan merata
untuk semua. Pemerintah juga memberikan Tunjangan profesi
guru dengan harapan agar kesejahteraan mereka meningkat
sehingga turut meningkatkan mutu pendidikan yang
disampaikan kepada peserta didik. Sehingga langkah selanjutnya
adalah bagaimana sinergi antara pemerintah, masyarakat dan
instansi terkait untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang
telah dijalankan sehingga sistem pendidikan Indonesia mampu

menjadi penggerak kemajuan bangsa.

Indikator Pendidikan Menjadi Monitoring
Pembangunan Pendidikan

Pendidikan dan pembangunan berada dalam suatu proses
yang saling mengisi. Proses pendidikan menempatkan manusia
sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas
menghasilkan SDM vyang berkualitas untuk pembangunan
bangsa. Parameter dari keberhasilan suatu sistem pendidikan
adalah dengan melihat hasil capaian pendidikan. Hal ini juga
menjadi satu cara untuk memprediksi masa depan bangsa.
Untuk melihat sejauh mana hasil capaian pembangunan

pendidikan di Indonesia diperlukan data indikator pendidikan.

Buku publikasi “Potret Pendidikan Indonesia, Statistik

Pendidikan 2018” disusun untuk menyajikan data indikator

Akses pendidikan,
pemerataan, dan
mutu pendidikan

menjadi tantangan

pendidikan

Indonesia

—QtatictilePandidikan IR



pendidikan tersebut. Publikasi ini memberikan gambaran
mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di

Indonesia, pada tingkat nasional dan tingkat regional.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan
informasi dunia pendidikan yang diharapkan bermanfaat
sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan
maupun program pembangunan di bidang pendidikan
berdasarkan data yang bersumber pada Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) 2018 serta data sekunder Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2017/2018. Data-data
yang disajikan didisagregasi menurut jenis kelamin, status
ekonomi, wilayah, dan status disablitas, sehingga diharapkan

mampu menggambarkan pemeratan pendidikan.

Pembahasan utama publikasi ini dirinci ke dalam lima
bab. Bab pertama berisi latar belakang penyusunan publikasi,
tujuan, dan sistematika penyajian. Bab kedua menyajikan
pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang
merupakan unsur penunjang peningkatan kualitas pendidikan.
Bab ketiga berisi partisipasi pendidikan menurut jenjang
pendidikan. Bab keempat memberikan penjelasan tentang
kegiatan siswa yang mencakup akses terhadap teknologi dan
informasi, siswa yang bekerja, dan siswa yang mengurus rumah
tangga. Bab kelima membahas tentang hasil dan capaian proses
pendidikan berupa pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-
rata lama sekolah, dan angka melek huruf. Pada tabel lampiran
ditampilkan informasi terkait indikator pendidikan pada level
provinsi. Guna melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan dari
teknik pengambilan sampel, penghitungan sampling error dari
hasil estimasi beberapa indikator pendidikan ditampilkan pada
bagian akhir publikasi ini. Sementara penjelasan keterwakilan

sampel dan konsep definisi disajikan dalam catatan teknis.
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Bab 2

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian dari standar pendidikan nasional.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, bahwa setiap satuan
pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,
sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana pendidikan merupakan media atau
alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung, seperti
perabot (kursi dan meja), peralatan pendidikan (alat peraga), dan media pendidikan
(papan tulis). Sementara itu, prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung
terhadap kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas dan perpustakaan (Permendiknas
Nomor 24 Tahun 2007). Dengan -terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Pada bab berikut disajikan data-data sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Lembaga pemerintah vyang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Jumlah Sekolah dan Peserta Didik

Pemerintah berupaya meningkatkan akses layanan

Penggabungan pendidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan dalam
beberapa SD rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan
Negeri berdaya saing, Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui
kebijakan regrouping/penggabungan sekolah dasar negeri yang

merupakan . . ..
masih berlanjut beberapa tahun belakangan. Kebijakan

bentuk penataan penggabungan sekolah menjadi kebijakan pemerintah untuk
sekolah dasar mengatasi permasalahan kurangnya tenaga pengajar ataupun

minimnya daya serap siswa. Hal tersebut dilakukan sehubungan
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efektivitas dalam pembelajaran dan pengelolaan pendidikan,
efisiensi dalam penganggaran, dan permasalahan kondisi

geografis.

Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan tersebut
adalah berkurangnya jumlah SD Negeri jika dibandingkan
dengan tahun ajaran sebelumnya. Namun demikian, penurunan
jumlah sekolah dasar negeri tersebut diimbangi dengan
bertambahnya Jumlah SD Swasta yang dibangun, sehingga
jumlah sekolah dasar secara keseluruhan masih meningkat
jumlahnya. Tabel 2.1 memperlihatkan perkembangan jumlah
sekolah per jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir.
Kenaikan jumlah sekolah tertinggi terjadi pada jenjang
pendidikan menengah, yaitu SMK (3,58 persen) dan SMP (3,17
persen).

Tabel 2. 1 Perkembangan Jumlah Sekolah: Menurut Jenjang
Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018

Jenjang Pendidikan  3016/2017 2017/2018 Pertumbuhan (%)

(1) (2) (3) (4)
SD 147 503 148 244 0,50
SMP 37763 38 960 3,17
SMA 13144 13 495 2,67
SMK 13 236 13710 3,58

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan
bahwa pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah
maupun masyarakat, sehingga swasta dapat berkontribusi
dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan pemerintah
dalam bentuk penggabungan sekolah negeri seolah ditanggapi
oleh swasta dengan menambah jumlah sekolah swasta.
Sebagaimana data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) pada Tahun Ajaran 2017/2018 yang menunjukkan
adanya penurunan jumlah SD Negeri sebanyak 48 sekolah
dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Sementara jumlah SD

yang dikelola swasta jumlahnya justru bertambah 789 sekolah.

Jumlah SD

Negeri menurun,
Jumlah SD
Swasta meningkat

__),’——"/‘ ———
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Gambar 2.1 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Status Sekolah
pada Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018
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Sumber : Kementerian Pendidikan danAK(_ebL-Jdayaan.

Kontribusi  pihak  swasta sebagai penyelenggara
pendidikan terlihat semakin besar dibanding tahun sebelumnya.
Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pada jenjang sekolah dasar,
pemerintah mendominasi dalam penyediaan bangunan sekolah,
namun semakin tinggi jenjang pendidikan nampak kontribusi

swasta justru lebih besar.

Gambar 2.2 Persentase Jumlah Sekolah Menurut Jenjang
Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran
2016/2017 dan 2017/2018
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Kebijakan mencetak lulusan pendidikan menengah yang
siap kerja menjadi solusi yang ditempuh pemerintah untuk
mengatasi pengangguran kaum muda dan cara yang baik untuk
menyesuaikan orang-orang terlatih dengan pekerjaan teknis.
Kebijakan tersebut juga mewadahi sebagian besar anak muda
yang memutuskan untuk tak melanjutkan karier akademis,
karena ingin cepat bekerja. Harapan pemerintah akan cita-cita
tersebut diwujudkan dengan terus menambah jumlah sekolah

kejuruan.

Gambar 2.3 menunjukkan perkembangan jumlah
bangunan SMK dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun Ajaran
2012/2013, jumlah SMA lebih banyak dari SMK namun sejak
Tahun Ajaran 2016/2017 keadaan berbalik, sehingga jumlah
SMK lebih banyak dari SMA. Penambahan jumlah SMK tersebut
juga menjadi suatu bentuk fokus pembangunan pendidikan
menengah yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kemdikbud tahun 2015-2019, yakni meningkatkan relevansi

lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja.

Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Sekolah Menengah, Tahun
Ajaran 2012/2013-2017/2018
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Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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Bertambahnya jumlah sekolah kejuruan ternyata telah
didukung dengan pertambahan jumlah peserta didiknya. Data
Kemdikbud menunjukkan jumlah peserta didik SMK lebih
banyak dibandingkan jumlah peserta didik SMA. Hal ini
menunjukkan tingginya minat anak melanjutkan ke sekolah
kejuruan, sebagaimana harapan pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan pasar tenaga kerja melalui lulusan-lulusan sekolah

kejuruan sebagai tenaga kerja siap pakai dan terampil.

Renstra Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2005-
2009 menargetkan rasio murid SMK dan SMA sebesar 40:60
pada tahun 2009. Kini setelah 8 tahun, perbandingan peserta
didik SMK dan SMA hampir sama, bahkan SMK sedikit lebih

besar.

Tabel 2.2 Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan,
Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018

Jenjang 2016/2017 2017/2018
Pendidikan (000) (000)

(1) (2) (3)

SD 25618,1 25 486,5
SMP 10 145,4 10 125,7
SMA 4 659,5 4783,6
SMK 4682,9 4904,0

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dilihat dari status sekolah, sebagian besar peserta didik
bersekolah di sekolah negeri. Daya tarik sekolah negeri
diantaranya adalah biaya sekolah yang rendah dikarenakan
masih memperoleh subsisdi dari pemerintah. Pola ini terlihat
pada semua jenjang pendidikan kecuali SMK. Persentase murid
SMK yang bersekolah di SMK swasta lebih besar dibandingkan
SMK negeri. Hal ini sejalan dengan jumlah bangunan sekolah

SMK swasta yang lebih banyak dari SMK negeri.




Gambar 2.4 Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang
Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran
2017/2018

SMK

SMA 26,93
B Negeri

SMP 25,53 Swasta

SD 13,08

0 20 40 60 80 100

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Terkait isu pemerataan pendidikan, Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) goal
keempat yakni pendidikan berkualitas adalah menjamin laki-laki
dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.
Terbukanya akses perempuan untuk bersekolah dapat menekan
kesenjangan pendidikan antar jenis kelamin. Pemerataan
pendidikan tidak hanya memastikan pembangunan pendidikan
menjangkau seluruh wilayah, melainkan juga menjangkau

seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Data Kemdikbud memperlihatkan peserta  didik
perempuan masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada
jenjang pendidikan dasar, baik SD maupun SMP, persentase
peserta didik perempuan sekitar 47-49 persen. Lain halnya pada
jenjang pendidikan menengah. Peserta didik perempuan
rupanya lebih memilih untuk melanjutkan ke jenjang SMA,
sebaliknya, siswa laki-laki lebih memilih sekolah kejuruan. Hal ini
mungkin disebabkan jurusan pendidikan yang disediakan oleh
sekolah kejuruan lebih banyak yang sesuai untuk keterampilan
laki-laki.
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lebih diminati oleh
laki-laki,
sedangkan
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Gambar 2.5 Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang
Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun Ajaran
2017/2018

Lakl laki Perempuﬁ
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Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kondisi dan Kecukupan Ruang Kelas

Fasilitas belajar yang aman menjadi satu pilar untuk
memastikan sekolah yang aman bagi siswa. Penyediakan sarana
prasarana sekolah yang sesuai standar mutu pendidikan akan
mendukung proses pembelajaran yang kondusif. Namun
sayangnya, di tengah upaya memacu mutu pendidikan, justru
masih banyak ruang kelas dalam kondisi rusak, baik rusak
ringan/sedang maupun rusak berat/total. Meski ada perbaikan
kondisi di tahun ajaran 2017/2018, namun persentase ruang

kelas yang rusak dan rusak berat masih di atas 50 persen.

Pada tabel 2.3 terlihat bahwa ruang kelas dengan
kondisi rusak, tertinggi adalah pada jenjang SD. Pada jenjang
pendidikan dasar persentase ruang kelas yang rusak lebih besar
dibandingkan jenjang pendidikan menengah. Namun demikian
pada jenjang SMA persentase ruang kelas dengan kondisi baik
nyatanya juga mengalami penurunan apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Sepertinya dibutuhkan tata kelola
anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada penyelesaian hal

mendasar dalam peningkatan kualitas pendidikan.




Tabel 2.3 Persentase

Ruang Kelas Menurut Jenjang
Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2016/2017
dan 2017/2018

Kondisi Ruang Kelas Kondisi Ruang Kelas

: TA 2016/2017 TA 2017/2018
Jenjang X
Fanafier Baik Rusak Rusak Rusak Rusak
Ringan/ Berat/ Baik Ringan/ Berat/
Sedang Total Sedang Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SD 25,74 63,95 10,31 26,41 63,59 10,00
Ruang kelas
SMP 28,73 62,57 8,71 29,70 61,46 8,84 dengan kondisi
SMA 4566 50,00 4,34 44,79 50,84 4,36 baik masih di
SMK 45,66 50,77 3,57 46,67 50,44 2,89 bawah 50 %
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilihat menurut status sekolahnya, secara umum

persentase ruang kelas dengan kondisi baik di sekolah swasta
lebih besar dibandingkan sekolah negeri. Hal ini terjadi di
hampir semua jenjang pendidikan. Harapannya dengan
meningkatnya anggaran pemerintah untuk pendidikan mampu

mengubah wajah infrastuktur pendidikan nasional.

Gambar 2.6 Persentase Ruang Kelas dengan Kondisi Baik

Menurut  Status Sekolah Tahun Ajaran
2017/2018
Kondisi ruang
43,88 )
B elas disefolan
SMP 35,02 swasta lebih baik
dibandingkan di
46,95
T sekolah negeri
SMIK 43,76
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Swasta M Negeri

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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Sebagai bagian dari pemenuhan prasarana sekolah, patut
juga diperhatikan bagaimana kecukupan antara ruang kelas
yang tersedia dan jumlah murid. Untuk melihat kecukupan
ruang kelas yang tersedia, dapat dilihat dari ukuran rasio
rombongan belajar (rombel) per kelas. Dalam data pokok
pendidikan Kemdikbud, rombongan belajar atau rombel adalah
kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam
satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas
dalam suatu sekolah. Keberadaan jumlah rombongan belajar
dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk
menetapkan jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh

guru.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 mengatur bahwa
pada jenjang SD, satu rombel layaknya terdiri dari 20-28 murid,
jenjang SMP satu rombel terdiri dari 20-32 murid, jenjang SMA
terdiri dari 20-36 murid, sedangkan SMK 15-36 murid. Sehingga
secara rata-rata rasio murid per rombongan belajar sekolah di
Indonesia telah memenuhi persyaratan rombel yang diatur

dalam peraturan tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jumlah dan Rasio Murid, Rombongan Belajar, dan
Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun
Ajaran 2017/2018

Jenjan, Jumlah Jumlah Rasio Rasio

! ' & Jumlah Murid Murid per Rombel per

Pendidikan Rombel Ruang Kelas
Rombel Kelas
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SD 25486506 1115194 1072136 23 1,04
SMP 10125724 358 361 358 361 28 1,00
SMA 4783 645 161 071 160 950 30 1,00
SMK 4904 031 176 572 162 426 28 1,09

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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Selain rasio murid per rombel, rasio pendidikan lain yang
perlu mendapat perhatian adalah rasio rombel per kelas.
Idealnya jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang
tersedia. Kondisi tersebut sudah terwujud pada jenjang
pendidikan SMP dan SMA. Angka rasio rombel per kelas yang
lebih dari satu menunjukkan jumlah rombel lebih banyak dari
ruang kelas yang tersedia. Kondisi tersebut terjadi pada jenjang
SD dan SMK. Pada jenjang SD, dari sekitar 1,115 ribu rombel
hanya tersedia 1,072 ribu kelas. Artinya, terdapat sekitar 43 ribu
rombongan belajar yang tidak memiliki kelas. Kekurangan ruang
kelas biasanya diatasi dengan penggunaan ruang kelas secara

bergantian.

Perpustakaan Mendukung Proses Pembelajaran

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
perpustakaan menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan
kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya
gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi. Sejalan dengan cita-
cita tersebut, dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007
disebutkan bahwa salah satu standar sarana dan prasarana
sekolah adalah tersedianya ruang perpustakaan. Diharapkan
perpustakaan sekolah menjadi sarana dan prasarana yang dapat
menunjang proses belajar mengajar di sekolah untuk
mendorong terwujudnya kualitas pendidikan Indonesia yang
berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemerintah melalui Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 2015-2019 menetapkan sasaran
pembangunan ruang perpustakaan. Dalam Renstra tersebut
pemerintah menetapkan target membangun 1.220 ruang
perpustakaan SD dan 700 perpustakaan SMP per tahun
sepanjang 2015-2019. Sejalan dengan rencana strategis

tersebut, secara umum jumlah perpustakaan sekolah di semua

jenjang pendidikan telah mengalami peningkatan. Sebagaimana




dapat dilihat pada Tabel 2.5, peningkatan tersebut telah sesuai

dengan target pemerintah.

Tabel 2.5 Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri Menurut
Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2015/2016-

2017/2018
Jenjang TA TA TA
Pendidikan 2015/2016 2016/2017 2017/2018
(1) (2) (3) (4)
SD 78 604 81714 94 550
SMP 17901 18 510 19293
SMA 5265 5626 6118
SMK 2318 2 665 2 890

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 83
menyebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah berkewajiban
untuk menyelenggarakan perpustakaan, maka seharusnya
jumlah perpustakaan sekolah akan sejalan dengan jumlah
bangunan sekolah. Kecukupan ketersediaan perpustakaan dapat
dilihat dari persentase perpustakaan terhadap sekolah. Secara
umum, ketersediaan perpustakaan belum mencapai seratus
persen, artinya belum semua sekolah dilengkapi dengan
perpustakaan. Pada jenjang SMK misalnya, hanya 6 dari 10

sekolah yang dilengkapi dengan perpustakaan.

Tabel 2. 6 Jumlah dan Persentase Perpustakaan Terhadap
Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status
Sekolah, Tahun Ajaran 2017/2018

Sekitar 4 dari 10
SD swasta belum
dilengkapi
perpustakaan

sekolah
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Jenjang Negeri Swasta Negeri+Swasta
e Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
sD 94550 71,64 9386 57,69 103936 70,11
SMP 19293 83,06 10737 68,25 30030 77,08
SMA 6118 90,88 4744 70,15 10862 80,49
SMK 2890 82,13 5961 58,49 8851 64,56

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




Masih belum tersedianya perpustakaan di setiap
sekolah terjadi pada sekolah negeri dan swasta. Persentase
perpustakaan terhadap sekolah negeri lebih besar dibandingkan
perpustakaan di sekolah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa
masih banyak sekolah swasta yang belum dilengkapi dengan
perpustakaan. Pemerintah selaku regulator hendaknya
memberikan perhatian terhadap hal ini, khususnya pada jenjang
pendidikan SD sebagai jenjang awal dimana budaya gemar

membaca seharusnya telah dipupuk.

Kualifikasi dan Beban Kerja Guru

Guru menjadi figur sentral dalam peningkatan mutu
pendidikan suatu bangsa. Kualifikasi guru sebagai tenaga
pengajar sangat berperan dalam proses pembelajaran. Sehingga
peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dengan
meningkatkan sarana prasarananya, melainkan juga dengan
menetapkan standar kualitas tenaga pengajarnya. Pasal 8
Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional.

Kualifikasi akademik tenaga pengajar dapat dilihat melalui
tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Guru pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah harus memiliki kualifikasi
akademik minimum diploma empat (D4) atau sarjana (S1)
sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Rl Nomor 16
Tahun 2007. Kemdikbud mendefinisikan guru dengan kualifikasi
pendidikan tersebut sebagai guru layak mengajar (qualified

teacher).

Gambar 2.7 menunjukkan perkembangan seluruh guru

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang layak

Guru Layak
Mengajar
adalah
Guru kualifikasi
akademik minimum

D4 atau S1

(Permendiknas RI

Nomor 16 Tahun 2007)
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Sekitar 9 dari 10
Guru terdefinisi
sebagai Guru

Layak Mengajar

mengajar dalam tiga tahun terakhir. Terlihat pada gambar,

persentase guru layak mengajar meningkat setiap tahun.

Gambar 2.7 Persentase Guru yang Memiliki ljazah D4/S1 atau

Lebih, Tahun Ajaran 2016/2017-2017/2018
@

89,86% w
o
88,29% \ - ‘

84,86%
2015/ 2016/ 2017/
2016 2017 2018

Catatan: Kepala Sekolah termasuk Guru
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data pendidikan guru menurut jenjang pendidikan pada
Gambar 2.8 menunjukkan bahwa persentase guru layak
mengajar meningkat di semua jenjang pendidikan. Pada jenjang
pendidikan SMP ke atas persentase guru layak mengajar telah
mencapai lebih dari 90 persen. Sedangkan guru layak mengajar
pada jenjang pendidikan SD masih belum mencapai 90 persen,
persentase tersebut paling rendah dibandingkan jenjang
pendidikan lain. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin

besar persentase guru layak mengajar.

Peningkatan persentase guru layak mengajar tentunya
belum cukup mampu mengukur bagaimana kualitas tenaga
pengajar. Masih ada kualifikasi lain yang masih perlu
diperhatikan seiring upaya peningkatan mutu pendidikan
Indonesia. Sekalipun secara formal telah memenuhi kualifikasi
pendidikan, namun masih banyak guru yang kompetensi

pedagogik dan profesionalnya tidak memadai. Hasil uji

kompetensi guru secara nasional rata-rata hanya mencapai




53,02. Angka tersebut masih belum mencapai angka standar
kompetensi minimal yang ditetapkan, yakni 55,0 (Kompas,
15/9/2018).

Gambar 2.8 Persentase Guru Layak Mengajar Menurut
Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017
dan 2017/2018
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Catatan: Kepala Sekolah termasuk Guru
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Beban kerja guru secara tidak langsung turut
mempengaruhi bagaimana kualitas proses belajar mengajar di
dalam kelas. Beban kerja guru dapat diukur melalui rasio murid-
guru. Rasio murid-guru ialah perbandingan antara jumlah murid Standar Ideal
terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Guru Rasio Murid-Guru
yang dimaksud termasuk guru layak dan tidak layak mengajar. SD, SMP. SMA >
Sehingga rasio murid-guru mencerminkan rata-rata jumlah
murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin e
besar rasio murid-guru, semakin kecil akses murid terhadap SMK > 15:1

guru. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan
(PP No 74 Tahun

2008 Pasal 17)

siswa secara individu sehingga mendukung prestasi siswa
menjadi lebih baik. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan bahwa pada jenjang r
SD,SMP, SMA idealnya 1 guru bertanggungjawab pada 20 murid.
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Pada Tahun
Ajaran 2017/2018
Secara rata-rata 1
orang guru
bertanggung jawab
terhadap 16-17

4

siswa
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Sedangkan pada jenjang TK, MI, MTs, MA idealnya 1 guru
bertanggungjawab terhadap 15 murid.

Data Kemdikbud pada Tabel 2.7 menunjukkan bahwa
secara rata-rata pada setiap jenjang pendidikan, seorang guru
bertanggung jawab terhadap 16 sampai 17 murid. Rasio murid
guru tersebut sudah memenuhi standar ideal sebagaimana yang

tertuang pada peraturan.

Tabel 2.7 Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran

2017/2018
Jenjang Pendidikan  Jumlah Murid Jumlah Guru Raﬂgl:\:l:rld-
(1) (2) (3) (4)
SD 25 486 506 1485 602 17
Smp 10125724 628 052 16
SMA 4783 645 307 751 16
SMK 4904 031 292 212 17
Catatan: Kepala Sekolah termasuk Guru
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio murid-guru sering digunakan untuk

membandingkan kualitas sistem pendidikan antarnegara. Akan
tetapi, ukuran ini lemah terkait dengan perbedaan sistem
pembelajaran dan kualitas pendidikan. Keterbandingan rasio
murid-guru antarnegara dipengaruhi oleh definisi ‘guru’ dan
perbedaan ukuran kelas pada masing-masing tingkatan/kelas
serta jumlah jam mengajar. Selain itu juga ada perbedaan sistem
tenaga pendidik seperti guru part time dan pembagian shift

mengajar (data.worldbank.org; edglossary.org). Di Indonesia

sendiri, Kepala Sekolah turut dimasukkan dalam penghitungan
rasio murid-guru, yang faktanya, seorang kepala sekolah sering
kali tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar

seperti guru.
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Bab 3
PARTISIPASI SEKOLAH

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan yang tertera pada UUD
1945 Pasal 28c dan 31. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana
pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa
membedakan jenis kelamin, ras, termasuk juga penyandang disabilitas. Sejalan dengan
hal tersebut, tujuan keempat SDGs menjamin kualitas pendidikan inklusif dan setara

secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan pada RPJMN 2015-2019 adalah
pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidak-tidaknya menyelesaikan
pendidikan dasar, yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan

dasar dan menengah, dengan target sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

e Angka Partisipasi PAUD sebesar 77,2 persen

e Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 94,8 persen

e Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,1 persen

e APM SMP/MTs sebesar 82,0 persen

e APK SMP/MTs/Paket B sebesar 106,9 persen

e APM SMA/MA/SMK sebesar 67,5 persen

e APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 91,6 persen

e APK Perguruan Tinggi sebesar 36,7 persen
Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan
yang telah diberikan pemerintah, juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan
pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program
pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya
semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas

2018 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai

dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga

pendidikan tinggi.




Pendidikan Anak Usia Dini

Pada awal kehidupan, khususnya sejak di dalam
kandungan hingga usia tiga tahun, seorang anak membutuhkan
nutrisi, perlindungan, serta stimulasi untuk pengembangan
kesehatan otaknya. Dalam proses pembentukan otak, hubungan
saraf dibentuk oleh gen dan yang hal-hal yang dialaminya
seperti nutrisi yang baik, stimulasi berbicara, cara bermain,
perhatian responsif dari orang yang mengasuhnya, dsb.
Kombinasi antara hal-hal alamiah dan pengasuhan inilah yang

akan membentuk fondasi masa depan seorang anak.

Masa awal anak-anak adalah periode yang paling cepat
dalam kehidupan manusia. Sejak 0 hingga 8 tahun merupakan
masa-masa penting untuk melengkapi kesehatan kognitif,
emosional, dan pertumbuhan fisik anak. UNICEF pada
publikasinya Early Childhood Development : The key to a full and
productive life menyebutkan bahwa banyak perkembangan
motorik anak yang dapat ditingkatkan pada usia 2 s.d. 5 tahun
seperti mempelajari bakat baru, bahasa, mengontrol tangan dan
jari, banyak bertanya, meluapkan perasaan, hingga keinginan

berbagi serta bermain bersama teman.

Melihat pentingnya pembentukan anak sebagai dasar
penentu kualitas bangsa di masa mendatang, pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
memberikan dukungan penuh dengan pendidikan awal pada
anak melalui program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
satu tahun pra-SD. Kebijakan lainnya adalah penyediaan sarana
dan prasarana serta fasilitas PAUD untuk daerah-daerah
terdepan, terluar, dan terpencil (3T), termasuk juga wilayah
perbatasan. Selain itu, pemerintah juga telah merintis program
PAUD baru bagi desa-desa yang belum terdapat layanan anak

usia dini, sejalan dengan program satu desa satu PAUD.

Pemerintah berkomitmen dalam mengembangkan akses

serta mutu PAUD dengan penerbitan Peraturan Presiden
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Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Selanjutnya,
dalam peningkatan mutu kelembagaan PAUD, pemerintah
mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 84 Tahun 2014 dan Permendikbud
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini. Hal-hal mengenai syarat pendirian PAUD,
standar tingkat pencapaian pengembangan anak pada PAUD,
standar isi, proses, dan penilaian PAUD, tenaga pendidik, hingga
proses penutupan PAUD telah diatur secara lengkap pada

peraturan tersebut.

Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun vyang
Sedang/Pernah Mengikuti PAUD, 2018
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Secara umum, pada tahun 2018 partisipasi anak usia 0-6
tahun mengikuti PAUD telah mencapai 28,26 persen.
Berdasarkan jenis kelamin, persentase anak perempuan 0-6
tahun yang mengikuti PAUD sedikit lebih tinggi dibandingkan
dengan anak laki-laki yaitu 28,80 persen berbanding 27,74
persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan dan
perbedaan sikap untuk partisipasi PAUD dari sisi gender. Jika
melihat lebih lanjut, partisipasi PAUD di perkotaan lebih tinggi
dibandingkan di perdesaan yaitu 29,34 persen berbanding 27,02
persen dengan selisih yang hanya sebesar 2,32 persen pada

tahun 2018. Hal ini menandakan bah